
 

 

 

 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VI DPR RI 

BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN 

PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN 

Rapat ke : 10 (sepuluh)   

Tahun Sidang : 2025-2026 

Masa Persidangan : I 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI  

Rapat Dengan : 1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) 

2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) 

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI  

Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025 

Pukul : 13.00 WIB 

Sifat Rapat : Terbuka 

Pimpinan Rapat  : Andre Rosiade (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) 

Sekretaris Rapat : Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI 

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar 

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 

A c a r a : Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam, BPKS 
Sabang, dan KPPU RI Tahun Anggaran 2026 

Hadir  : 1. 23 orang dari 47 Anggota Komisi VI DPR RI; 
2. Kepala BP Batam, Sdr. Amsakar Achmad; 
3. Kepala BPKS Sabang, Sdr. Iskandar Zulkarnaen; 
4. Ketua KPPU RI, Sdr. M. Fanshurullah Asa. 

beserta jajarannya. 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan 

DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Ketua Rapat membuka 

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 13.42 WIB dan rapat 

dinyatakan terbuka untuk umum. 

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 9 September 

2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh 

Bapak Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.  
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II. KESIMPULAN  

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 

sebagai berikut: 

a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (BP Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan 

Bappenas Nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 

tertanggal 24 Juli 2025 sebesar Rp 2.447.948.530.000,- (Dua Triliun Empat 

Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta 

Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari: 

i. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.099.028.051.000,- (Satu 

Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Delapan Juta Lima 

Puluh Satu Ribu Rupiah). 

ii. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 

1.348.920.479.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Delapan 

Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah) 

b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Sabang (BPKS Sabang) berdasarkan surat  bersama Menteri Keuangan dan 

Bappenas Nomor S505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 

tertanggal 24 Juli 2025 sebesar Rp 36.475.743.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar 

Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu 

Rupiah), yang terdiri dari: 

i. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 31.216.198.000,- (Tiga 

Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh 

Delapan Ribu Rupiah). 

ii. Program Pengembangan Kawasan Sabang sebesar Rp 

5.259.545.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima 

Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). 

c. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Bersama 

Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas Nomor B-

621/D.9/PP.04.03/07/2025 dan S-505/MK.03/2025 tertanggal 24 Juli 2025 

sebesar Rp 163.498.893.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus 

Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu 

Rupiah), yang terdiri dari: 

i. Belanja Pegawai sebesar Rp 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan 

Miliar Rupiah). 

ii. Belanja Operasional sebesar Rp 29.900.000.000,- (Dua Puluh 

Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah). 
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iii. Program Kerja sebesar Rp 85.598.893.000,- (Delapan Puluh Lima 

Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus 

Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) 

 

2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan terkait dengan usulan tambahan Pagu 

Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut: 

a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (BP Batam) sebesar Rp 2.880.733.728.000 (Dua Triliun Delapan Ratus 

Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh 

Delapan Ribu Rupiah). 

b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Sabang (BPKS Sabang) sebesar Rp 310.806.246.000,- (Tiga Ratus Sepuluh 

Miliar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), 

yang terdiri atas: 

i. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 

302.119.694.000,- (Tiga Ratus Dua Miliar Seratus Sembilan Belas Juta 

Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). 

ii. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 8.686.552.000,- (Delapan 

Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh 

Dua Ribu Rupiah). 

c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp 359.254.454.000,- 

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta 

Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). 

 

3. Komisi VI DPR RI meminta BP Batam, BPKS Sabang dan KPPU untuk memberikan 

jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan 

yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI secara jelas dan lengkap. 

 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB. 

 

KEPALA BP BATAM, 
 
 
 

Ttd. 
 
 

AMSAKAR ACHMAD 

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI 
KETUA RAPAT, 

 
 

Ttd. 
 
 

ANDRE ROSIADE 
A-74 
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KEPALA BPKS SABANG, 
 
 

Ttd. 
 
 
 

ISKANDAR ZULKARNAEN 

 

 
 
 

 

KETUA KPPU RI, 
 
 
 

Ttd. 
 
 

M. FANSHURULLAH ASA 
 
 
 

 

 

 

  


